SALINAN

BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 32 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2024-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

bahwa untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat
dalam menjalankan kehidupan dan meningkatkan taraf
hidup, setiap masyarakat yang berada di Kabupaten
Pasangkayu berhak untuk mendapatkan pelayanan dasar
dan mutu pelayanan dasar secara minimal;

bahwa untuk menjamin keberlangsungan pemenuhan
jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar bagi
masyarakat secara terencana, tersinergi, dan
berkelanjutan, perlu mengatur rencana aksi penerapan
standar pelayanan minimal;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar
Pelayanan Minimal Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024-
2029;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten
Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4270);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara



Menetapkan

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI PASANGKAYU TENTANG RENCANA AKSI
DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
TAHUN 2024-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

@

Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Pasangkayu.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat
SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu
Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan
Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara
minimal.

Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk
memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.

Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan
orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang undangan.

Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan
Minimal atau yang selanjutnya disebut RAD SPM adalah
dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan
dalam upaya pencapaian target SPM Tahun 2024-2029.



10.

11.

12.

13.

RAD

Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan
kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta
pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar
sesuai standar teknis agar hidup secara layak.

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat
Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih
kegiatandengan menggunakan sumber daya yang
disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai
dengan tugas dan fungsi.

Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan
yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk
menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil
suatu program.

Kinerja adalah keluaran/hasil dari Kegiatan/Program
yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan
penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang
terukur.

Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas
barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan
petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Pasal 2
SPM Tahun 2024-2029 merupakan dokumen

perencanaan yang digunakan sebagai:

(1)

(2)

(1)

(2)

pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian target SPM
dan pencapaian sasaran pemenuhan pelayanan dasar dan
mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap
masyarakat secara minimal.

pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan,
pemantauan, evaluasi, dan penyusunan dokumen
perencanaan jangka pendek dan jangka menengah.

Pasal 3

Dokumen RAD SPM Tahun 2024-2029 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

a. BABI : pendahuluan;
b. BABII : kondisi umum wilayah;

c. BABIII : kebijakan nasional dan tim penerapan
SPM;

d. BABIV : program prioritas pemenuhan spm,
penghitungan kebutuhan pembiayaan
pencapaian spm dan permasalahan;

e. BABYV : rencana aksi daerah pencapaian SPM;

f.  BAB VI : monitoring, evaluasi penerapan SPM; dan
g. BAB VII: kesimpulan dan saran.

Dokumen RAD SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1)



tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB I
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 17 Desember 2024
BUPATI PASANGKAYU,
Ttd.
YAUMIL AMBO DJIWA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
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